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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN

KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 tahun 2002 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama
( MPU ) Kabupaten Simeulue dipandang perlu diubah dan disesuaikan
sehingga dapat dibentuk MPU di Tingkat Kecamatan.

. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

. Undang-Undang Nomor § Tahum 1974, tenténg Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dangan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten

Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ....... , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);



